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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas sistem shopee PayLater ditinjau dari keabsahan akad, mekanisme pembiayaan, serta penerapan biaya dan denda keterlambatan berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang menggunakan studi kepustakaan terhadap fatwa DSN-MUI, dokumen ketentuan shopee PayLater, serta literatur hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif shopee PayLater memiliki legalitas formal sebagai layanan pembiayaan yang diawasi Otoritas Jasa Keuangan, namun secara substantif belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena adanya ketidakjelasan akad, penambahan kewajiban pembayaran berbasis waktu, serta penerapan denda keterlambatan yang bersifat akumulatif yang mengandung unsur riba, gharar, dan kezaliman. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu keabsahan akad, mekanisme pembiayaan, dan denda keterlambatan shopee PayLater berdasarkan fatwa DSN-MUI, yang belum dikaji secara sistematis dalam penelitian sebelumnya.
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PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem perekonomian, khususnya pada sektor perdagangan dan jasa keuangan, yang turut memengaruhi pola produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat. Transformasi digital tersebut berkontribusi terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, karena tidak hanya mendorong peningkatan output nasional, tetapi juga memperkuat kapasitas negara dalam mengelola serta mendistribusikan sumber daya secara lebih efektif dan adil guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Fathoni, 2025). Digitalisasi transaksi mendorong pertumbuhan e-commerce dan marketplace yang tidak lagi hanya berfungsi sebagai perantara jual beli, tetapi juga berkembang menjadi ekosistem ekonomi digital yang terintegrasi dengan berbagai layanan keuangan berbasis teknologi (financial technology) (Sulubara et al., 2024). Integrasi antara perdagangan digital dan layanan keuangan tersebut memberikan kemudahan, kecepatan, serta efisiensi dalam bertransaksi, namun pada saat yang sama melahirkan tantangan baru dalam aspek hukum, terutama terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Rahmawati et al., 2023).
Inovasi keuangan digital yang berkembang pesat dalam ekosistem marketplace adalah shopee PayLater. Sistem PayLater memberikan fasilitas pembiayaan jangka pendek yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari, baik secara sekaligus maupun melalui skema cicilan (Haerunnisa & Sugitanata, 2025). Tingginya tingkat penggunaan shopee PayLater menunjukkan bahwa layanan ini telah menjadi bagian dari pola konsumsi masyarakat digital (Anisa & Saepuloh, 2024). Menurut Fathorrozi, (2024) sudut pandang ekonomi, shopee PayLater dipandang mampu meningkatkan daya beli dan memperluas akses pembiayaan konsumtif. Namun demikian, kemudahan tersebut juga memunculkan persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait struktur akad, mekanisme pembiayaan, serta penerapan bunga dan denda keterlambatan.
Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap transaksi muamalah wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak (Antonio, 2021). Prinsip dasar muamalah oleh Rafanda et al., (2025) menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh bentuk transaksi diperbolehkan (al-ashlu fil mu‘amalat al-ibahah), selama tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, dan maisir. Legalitas suatu produk keuangan syariah ditentukan oleh kejelasan akad, mekanisme penetapan kewajiban pembayaran, serta penerapan sanksi atas keterlambatan. Dalam praktiknya, shopee PayLater menerapkan sistem pembayaran tangguh dengan tambahan biaya yang dikaitkan dengan jangka waktu pembayaran. Tambahan pembayaran yang muncul akibat penundaan waktu berpotensi dikategorikan sebagai riba nasi’ah yang dilarang dalam fiqh muamalah (Muflihatul, 2024). Selain itu, penerapan denda keterlambatan yang bersifat komersial dan akumulatif berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kezaliman terhadap konsumen (Zahwa et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian antara praktik Shopee PayLater di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berperan sebagai otoritas yang menetapkan standar kesesuaian syariah bagi produk dan layanan keuangan di Indonesia (Hidayat, 2025). Sejumlah fatwa DSN-MUI menjadi rujukan normatif utama dalam menilai legalitas sistem PayLater. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah menegaskan bahwa jual beli dengan pembayaran tangguh diperbolehkan sepanjang harga dan margin keuntungan disepakati sejak awal dan tidak mengalami perubahan karena faktor waktu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa PayLater pada prinsipnya dapat dinyatakan sesuai syariah apabila dikonstruksikan sebagai akad murabahah yang sah dan terbebas dari unsur bunga.

Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran memberikan batasan bahwa denda keterlambatan (ta’zir) hanya bersifat edukatif dan tidak boleh menjadi keuntungan bagi lembaga keuangan. Ketentuan ini menjadi relevan dalam menilai praktik PayLater yang kerap menjadikan denda keterlambatan sebagai sumber pendapatan. Demikian pula, Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh menegaskan bahwa pinjaman tidak boleh disertai tambahan dalam bentuk apa pun, sehingga sistem PayLater yang diposisikan sebagai pinjaman berbunga tidak memiliki legalitas dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Seiring berkembangnya fintech, DSN-MUI juga mengeluarkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa ini menegaskan bahwa pembiayaan berbasis teknologi harus menggunakan akad yang sah, dilaksanakan secara transparan, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan kezaliman. Oleh karena itu, fatwa ini menjadi landasan normatif utama dalam menganalisis legalitas shopee PayLater dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian mengenai sistem PayLater pada marketplace umumnya lebih menitikberatkan pada aspek empiris, seperti perilaku konsumtif, literasi keuangan digital, dan risiko gagal bayar (Yaslim & Widjaja, 2025). Sementara itu, penelitian yang mengkaji PayLater dalam perspektif hukum ekonomi syariah masih bersifat parsial dan terbatas pada identifikasi unsur riba dalam mekanisme bunga dan denda keterlambatan, tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 sebagai rujukan utama fintech syariah (Rafanda et al., 2025;  Sulubara et al., 2025) . Selain itu, kajian yang secara khusus menganalisis legalitas shopee PayLater berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian dengan menganalisis secara komprehensif keabsahan akad, mekanisme pembiayaan, serta penerapan denda keterlambatan pada shopee PayLater dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI.

Selain itu, kajian yang secara khusus mengintegrasikan analisis PayLater dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah masih sangat terbatas. Penelitian yang menjadikan shopee PayLater sebagai objek kajian utama dalam perspektif hukum ekonomi syariah hampir belum ditemukan, padahal layanan ini memiliki jumlah pengguna yang besar dan karakteristik pembiayaan yang berbeda dibandingkan layanan PayLater lainnya. Oleh karena itu, masih terdapat kekosongan penelitian yang menganalisis secara komprehensif legalitas shopee PayLater berdasarkan keabsahan akad, mekanisme pembiayaan, dan penerapan sanksi keterlambatan dengan mengacu pada prinsip hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, masih terdapat kekosongan penelitian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis legalitas shopee PayLater dengan mengintegrasikan keabsahan akad, mekanisme pembiayaan, serta penerapan sanksi keterlambatan berdasarkan prinsip hukum ekonomi syariah dan rujukan utama fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Penelitian yang menjadikan shopee PayLater sebagai objek kajian utama dalam kerangka hukum ekonomi syariah juga masih sangat terbatas, padahal layanan ini memiliki jumlah pengguna yang besar dan karakteristik pembiayaan yang khas dibandingkan layanan PayLater lainnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif legalitas sistem shopee PayLater dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum bagi masyarakat Muslim sebagai pengguna layanan PayLater, serta menjadi rujukan normatif bagi pelaku industri dan regulator dalam mengembangkan pembiayaan digital yang sejalan dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai syariah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menilai legalitas sistem shopee PayLater. Dalam penelitian ini, penulis menempatkan diri sebagai analis normatif yang melakukan legal assessment, yaitu menilai kesesuaian antara praktik pembiayaan Shopee PayLater dengan norma hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan secara empiris, melainkan pada kajian mendalam terhadap bahan hukum dan literatur yang relevan guna menilai keabsahan akad, mekanisme pembiayaan, serta penerapan bunga dan denda keterlambatan dalam layanan Shopee PayLater dari perspektif hukum ekonomi syariah (Soekanto & Mamudji, 2015) .

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar dalam fiqh muamalah, seperti prinsip kebolehan muamalah (al-ashlu fil mu‘amalat al-ibahah), konsep akad, serta larangan terhadap unsur riba, gharar, dan maisir (Huda & Heykal, 2010). Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan normatif yang relevan, khususnya fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan utama dalam menentukan kesesuaian syariah sistem shopee PayLater. Pemilihan shopee PayLater sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, shopee PayLater merupakan salah satu layanan PayLater dengan jumlah pengguna terbesar di Indonesia dan terintegrasi langsung dengan aktivitas transaksi konsumtif di marketplace. Kedua, Shopee PayLater memiliki karakteristik pembiayaan yang kompleks, termasuk penerapan biaya tambahan berbasis waktu dan denda keterlambatan, sehingga relevan untuk dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Ketiga, kajian hukum normatif yang secara khusus menempatkan Shopee PayLater sebagai objek utama penelitian masih terbatas, sehingga penelitian ini memiliki urgensi akademik untuk memberikan penilaian hukum yang lebih komprehensif.
Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan langsung dengan pembiayaan syariah dan fintech, antara lain Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran, Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah yang membahas Shopee PayLater, layanan PayLater, fintech, dan hukum ekonomi syariah. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, serta sumber pendukung lainnya yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah dan mengkaji secara sistematis berbagai literatur, dokumen hukum, serta fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu sistem shopee PayLater. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan kerangka analisis normatif berupa legal reasoning dan legal conformity assessment. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan ketentuan dan praktik Shopee PayLater sebagaimana tercantum dalam kebijakan yang berlaku, kemudian membandingkannya secara sistematis dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI (Soekanto & Mamudji, 2015). Melalui proses penalaran hukum tersebut, penulis menilai tingkat kesesuaian (conformity) sistem Shopee PayLater dengan prinsip keadilan, transparansi, serta ketiadaan unsur riba, gharar, dan kezaliman dalam perspektif hukum ekonomi syariah.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil 

1. Struktur Akad dalam Sistem Shopee PayLater
Berdasarkan hasil penelusuran dan penelaahan secara sistematis terhadap dokumen resmi Syarat dan Ketentuan shopee PayLater, diperoleh temuan bahwa penyelenggaraan layanan shopee PayLater didasarkan pada suatu hubungan hukum pembiayaan antara pengguna dan penyedia layanan. Hubungan hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan elektronik yang mengikat para pihak sejak pengguna menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dokumen ketentuan layanan tersebut tidak ditemukan penegasan mengenai jenis akad syariah yang digunakan dalam pelaksanaan shopee PayLater. Tidak terdapat pernyataan yang menyebutkan bahwa pembiayaan tersebut menggunakan akad murabahah, qardh, ijarah, atau bentuk akad syariah lainnya sebagaimana dikenal dalam fiqh muamalah. Ketentuan layanan hanya memuat istilah “pembiayaan” atau “pinjaman” tanpa klasifikasi akad berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam mekanisme konversi transaksi Buy Now Pay Later (BNPL) menjadi cicilan, hasil penelitian juga menemukan bahwa perjanjian pembiayaan awal dinyatakan berakhir dan digantikan dengan perjanjian pembiayaan baru yang mengatur kewajiban pembayaran secara cicilan. Namun demikian, perjanjian pembiayaan baru tersebut juga tidak memuat penjelasan mengenai dasar akad syariah yang digunakan. Dengan demikian, secara normatif dapat dicatat bahwa struktur akad dalam sistem shopee PayLater tidak dinyatakan secara eksplisit dalam kerangka akad syariah, baik pada tahap pembiayaan awal maupun pada tahap pembiayaan setelah konversi.

2. Mekanisme Pembiayaan dalam Sistem Shopee PayLater
Hasil penelitian menunjukkan bahwa shopee PayLater menyediakan fasilitas pembiayaan kepada pengguna untuk melakukan pembayaran atas transaksi pembelian barang atau jasa di platform Shopee dengan mekanisme pembayaran tangguh. Pada tahap awal, mekanisme ini diterapkan melalui skema BNPL, di mana pengguna dapat menyelesaikan transaksi pembelian terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan kemudian. Dalam ketentuan layanan shopee PayLater, transaksi BNPL pada umumnya memiliki tenor satu bulan. Namun demikian, hasil penelitian menemukan bahwa shopee PayLater menyediakan fitur tambahan berupa konversi BNPL ke cicilan, yang memungkinkan pengguna mengubah transaksi BNPL menjadi pembiayaan cicilan sebelum tanggal jatuh tempo. Konversi ini hanya dapat dilakukan terhadap transaksi yang belum jatuh tempo dan belum dilakukan pembayaran sebagian.

Berdasarkan ketentuan layanan, shopee PayLater menyediakan pilihan tenor cicilan yang bervariasi, yaitu mulai dari tiga bulan hingga dua puluh empat bulan. Selain itu, ditetapkan pula ketentuan mengenai nilai minimum utang pokok yang dapat dikonversi menjadi cicilan, yaitu sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah proses konversi dilakukan, pinjaman awal BNPL dinyatakan lunas, dan sejak tanggal konversi diberlakukan pinjaman baru dengan skema cicilan sesuai tenor yang dipilih oleh pengguna.

3. Penerapan Biaya dan Denda Keterlambatan dalam Sistem Shopee PayLater 

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap ketentuan layanan shopee PayLater, diperoleh temuan bahwa dalam penggunaan fitur konversi BNPL ke cicilan, biaya konversi dapat dikenakan kepada pengguna. Biaya konversi tersebut menjadi bagian dari kewajiban pembayaran pengguna setelah konversi dilakukan. Selain biaya konversi, total kewajiban pembayaran pengguna dalam skema cicilan terdiri atas nilai pokok pembiayaan dan biaya-biaya tambahan lain yang telah ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan cicilan.

Hasil penelitian juga mencakup temuan normatif mengenai SPinjam, yaitu produk pinjaman tunai yang terintegrasi dalam ekosistem shopee dan disediakan oleh PT Lentera Dana Nusantara sebagai penyelenggara layanan pinjaman dana berbasis teknologi (peer-to-peer lending) yang telah memperoleh izin dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan dokumen ketentuan layanan SPinjam, ditemukan bahwa keterlambatan pembayaran tagihan dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) setiap bulan dari total tagihan yang belum dibayarkan. Selain pengenaan denda keterlambatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tagihan SPinjam yang tidak dibayarkan pada periode tertentu akan terakumulasi secara otomatis dengan tagihan pada bulan berikutnya. Akumulasi tersebut menyebabkan kewajiban pembayaran pengguna pada periode selanjutnya mencakup sisa tagihan sebelumnya beserta denda keterlambatan yang telah dikenakan. Meskipun demikian, pengguna tetap diberikan opsi untuk melakukan pembayaran sebagian atas tagihan sebelumnya melalui mekanisme pembayaran yang disediakan dalam sistem aplikasi.

Hasil penelitian juga menemukan adanya biaya transaksi tambahan dalam proses pembayaran tagihan SPinjam melalui kanal perbankan tertentu. Sejak 1 November 2025, pembayaran melalui kanal Bank Mandiri, baik melalui ATM, mobile banking, maupun internet banking, dikenakan biaya transaksi sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang ditetapkan oleh pihak bank. Biaya transaksi tersebut berada di luar kewajiban pokok dan denda keterlambatan yang harus dibayarkan oleh pengguna.

4. Pengaturan Perjanjian Pembiayaan dalam Sistem Shopee PayLater
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pengguna dan penyedia layanan Shopee PayLater diatur melalui perjanjian pembiayaan elektronik yang berlaku sejak pengguna menyetujui syarat dan ketentuan layanan. Perjanjian tersebut mengatur hak dan kewajiban para pihak, termasuk kewajiban pembayaran, ketentuan biaya, serta sanksi atas keterlambatan pembayaran. Dalam hal konversi BNPL ke cicilan, hasil penelitian menemukan bahwa perjanjian pembiayaan awal dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan perjanjian pembiayaan baru. Perjanjian pembiayaan baru tersebut mengatur kewajiban pembayaran cicilan sesuai dengan tenor yang dipilih oleh pengguna dan mengikat pengguna sejak tanggal konversi dilakukan. Setelah konversi dilakukan, pengguna tidak memiliki hak untuk membatalkan konversi atau mengembalikan transaksi ke skema BNPL semula.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian pembiayaan shopee PayLater maupun dalam ketentuan layanan SPinjam terdapat klausul pelepasan tanggung jawab, di mana masing-masing pihak sepakat untuk saling melepaskan tuntutan hukum sepanjang kerugian yang timbul disebabkan oleh kelalaian masing-masing pihak. Klausul tersebut menjadi bagian dari pengaturan hubungan hukum kontraktual antara pengguna dan penyedia layanan pembiayaan dalam ekosistem shopee.
Tabel 1 Ringkasan Temuan Penelitian dan Kesesuaiannya 

dengan Fatwa DSN-MUI

	No
	Aspek yang Dianalisis
	Temuan Normatif dalam Sistem Shopee PayLater
	Ketentuan Fatwa DSN-MUI
	Analisis Kesesuaian

	1
	Struktur Akad
	Tidak terdapat penegasan jenis akad syariah (murabahah, qardh, ijarah, dsb.) dalam Syarat dan Ketentuan Shopee PayLater
	Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mewajibkan penggunaan akad yang jelas dan sah secara syariah
	Belum sesuai karena akad tidak dinyatakan secara eksplisit

	2
	Skema Pembiayaan BNPL
	Pembayaran ditangguhkan dengan kewajiban pembayaran di kemudian hari
	Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 memperbolehkan pembayaran tangguh dalam akad murabahah dengan harga dan margin disepakati sejak awal
	Belum dapat dinilai sesuai, karena akad murabahah tidak dinyatakan

	3
	Konversi BNPL ke Cicilan
	Transaksi BNPL dapat dikonversi menjadi cicilan dengan tenor tertentu dan kewajiban pembayaran baru
	Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mensyaratkan kejelasan akad dan struktur pembiayaan
	Belum sesuai secara substantif, karena dasar akad cicilan tidak dijelaskan

	4
	Penambahan Kewajiban Pembayaran
	Terdapat biaya konversi dan peningkatan total kewajiban pembayaran seiring dengan tenor
	Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh melarang tambahan manfaat atas pinjaman
	Berpotensi tidak sesuai, apabila dikualifikasikan sebagai pinjaman

	5
	Denda Keterlambatan
	Denda dikenakan dalam bentuk persentase dan bersifat akumulatif
	Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 menyatakan denda bersifat edukatif dan tidak boleh menjadi keuntungan lembaga
	Tidak sesuai, karena denda berpotensi menjadi manfaat finansial

	6
	Perjanjian Pembiayaan
	Menggunakan perjanjian baku elektronik tanpa ruang negosiasi
	Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 menekankan prinsip keadilan dan transparansi
	Kurang sesuai, karena terdapat ketidakseimbangan posisi para pihak

	7
	Legalitas Formal
	Shopee PayLater dan SPinjam berada di bawah pengawasan OJK
	Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengatur legalitas syariah selain legalitas formal
	Sesuai secara formal, namun belum sesuai secara syariah

	8
	Prinsip Keadilan (al-‘adl)
	Kewajiban pembayaran dan denda meningkat seiring waktu
	Prinsip syariah melarang kezaliman (QS. Al-Baqarah: 279)
	Berpotensi mengandung unsur kezaliman

	9
	Prinsip Kejelasan (gharar)
	Ketidakjelasan akad dan struktur pembiayaan
	Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 mensyaratkan kejelasan akad
	Berpotensi mengandung gharar


Sumber: Data Diolah (2025)

Tabel 1. menyajikan ringkasan temuan normatif mengenai mekanisme dan pengaturan sistem shopee PayLater sebagaimana tercantum dalam syarat dan ketentuan layanan, serta keterkaitannya dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Penyajian tabel ini bertujuan untuk memperlihatkan kesesuaian karakteristik sistem pembiayaan shopee PayLater dengan norma-norma umum yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI, khususnya terkait struktur akad, skema pembiayaan, penambahan kewajiban pembayaran, dan penerapan denda keterlambatan.
Tabel 2 Ringkasan Temuan Sistem Shopee PayLater dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

	No
	Prinsip Hukum Ekonomi Syariah
	Ketentuan Normatif dalam Fiqh Muamalah
	Temuan dalam Sistem Shopee PayLater
	Analisis Normatif

	1
	Asas kebolehan muamalah (al-ashlu fil mu‘amalat al-ibahah)
	Semua transaksi pada dasarnya boleh selama tidak mengandung unsur yang dilarang
	Pembiayaan konsumtif BNPL dan cicilan diperbolehkan secara umum
	Diperbolehkan secara prinsipil, sepanjang tidak mengandung larangan

	2
	Kejelasan akad (ta‘yīn al-‘aqd)
	Akad harus jelas jenis, objek, dan konsekuensinya
	Tidak ada penegasan akad murabahah, qardh, atau akad syariah lain
	Belum memenuhi prinsip kejelasan akad

	3
	Larangan riba
	Tambahan atas utang karena faktor waktu dilarang
	Terdapat biaya konversi dan peningkatan kewajiban pembayaran seiring tenor
	Berpotensi mengandung riba nasi’ah

	4
	Larangan gharar
	Akad tidak boleh mengandung ketidakpastian substansial
	Ketentuan hanya menyebut “pembiayaan/pinjaman” tanpa klasifikasi akad
	Berpotensi mengandung gharar

	5
	Prinsip keadilan (al-‘adl)
	Keseimbangan hak dan kewajiban para pihak
	Kontrak baku sepihak dan denda akumulatif
	Kurang mencerminkan prinsip keadilan

	6
	Larangan kezaliman (zulm)
	Tidak boleh ada pembebanan berlebihan
	Denda keterlambatan bersifat persentase dan akumulatif
	Berpotensi menimbulkan kezaliman

	7
	Kerelaan para pihak (an-tarāḍin)
	Transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan
	Persetujuan dilakukan melalui klik setuju tanpa negosiasi
	Kerelaan bersifat formal, bukan substantif

	8
	Transparansi (al-wuḍūḥ)
	Informasi hak dan kewajiban harus jelas
	Biaya dan denda dicantumkan dalam ketentuan layanan
	Terpenuhi secara formal, namun sulit dipahami awam

	9
	Maslahah
	Transaksi harus membawa kemanfaatan dan menghindari mudarat
	Memberi kemudahan akses pembiayaan konsumtif
	Mengandung maslahat, namun disertai potensi mudarat

	10
	Keseimbangan manfaat dan risiko
	Risiko tidak boleh dibebankan sepihak
	Risiko finansial lebih besar di pihak pengguna
	Belum seimbang


Sumber: Data Diolah (2025)

Tabel 2. menyajikan ringkasan temuan terkait sistem Shopee PayLater dari perspektif prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Tabel ini memetakan keterkaitan antara ketentuan normatif dalam fiqh muamalah dan praktik pembiayaan konsumtif melalui skema BNPL dan cicilan yang diterapkan oleh Shopee PayLater. Setiap prinsip hukum ekonomi syariah, seperti asas kebolehan muamalah, kejelasan akad, larangan riba dan gharar, prinsip keadilan, serta larangan kezaliman, dihubungkan dengan temuan empiris mengenai mekanisme pembiayaan, pengaturan biaya, penerapan denda, bentuk perjanjian, serta transparansi informasi. Tabel ini menunjukkan aspek-aspek di mana sistem shopee PayLater telah menyediakan kemudahan akses pembiayaan dan informasi, sekaligus menampilkan potensi ketidakjelasan atau ketidakseimbangan yang muncul dalam praktik, misalnya terkait akad, biaya tambahan, dan risiko bagi pengguna.
Pembahasan 

1. Mekanisme Penerapan Sistem Shopee PayLater dalam Transaksi Pembiayaan Konsumen

Mekanisme penerapan shopee PayLater merupakan aspek fundamental yang menentukan terbentuknya hubungan hukum antara pengguna dan penyedia layanan pembiayaan. Analisis terhadap mekanisme ini penting untuk mengidentifikasi karakteristik pembiayaan, pola hubungan kontraktual, serta implikasi yuridis yang timbul dalam transaksi pembiayaan konsumen berbasis teknologi informasi (Munawarsya, 2025).

Shopee PayLater diterapkan sebagai sistem pembiayaan konsumtif yang terintegrasi dalam platform marketplace Shopee melalui skema buy now pay later (BNPL). Skema ini memberikan fasilitas kepada pengguna untuk memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dengan kewajiban pembayaran pada waktu yang ditentukan kemudian. Penangguhan pembayaran (deferred payment) tersebut secara yuridis menggeser hubungan jual beli konvensional menjadi hubungan pembiayaan, karena muncul kewajiban pelunasan di masa mendatang yang diatur dalam perjanjian pembiayaan elektronik (Widiawati et al., 2025). Selain skema BNPL, shopee PayLater menyediakan mekanisme konversi pembayaran menjadi cicilan dengan tenor tertentu. Konversi ini hanya dapat dilakukan terhadap transaksi yang belum jatuh tempo dan belum dibayar sebagian. Setelah konversi dilakukan, hubungan hukum pembiayaan awal dinyatakan berakhir dan digantikan dengan perjanjian pembiayaan baru yang mengatur kewajiban pembayaran bertahap beserta biaya tambahan yang menyertainya. Dengan demikian, fitur cicilan tidak hanya berfungsi sebagai kelanjutan BNPL, melainkan membentuk hubungan pembiayaan baru yang berdiri sendiri.
Menurut perspektif hukum, mekanisme BNPL dan cicilan tersebut menegaskan bahwa shopee PayLater berfungsi sebagai instrumen pembiayaan konsumtif, bukan sekadar alat pembayaran. Seluruh mekanisme pembiayaan dituangkan dalam perjanjian pembiayaan elektronik yang bersifat baku (standard contract), di mana pengguna memberikan persetujuan secara elektronik terhadap syarat dan ketentuan yang ditetapkan sepihak oleh penyedia layanan (Khoirunisa et al., 2025). Ketiadaan ruang negosiasi dalam kontrak ini menunjukkan dominasi posisi pelaku usaha dalam menentukan struktur hak dan kewajiban para pihak, sebagaimana lazim dalam layanan fintech pembiayaan (Putri et al., 2025; Rahmawati et al., 2023). Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mekanisme shopee PayLater berpotensi menimbulkan persoalan normatif yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga isu utama, yaitu riba, gharar, dan kezaliman. Unsur riba berpotensi muncul dari adanya tambahan kewajiban pembayaran yang dikaitkan secara langsung dengan jangka waktu penangguhan atau tenor cicilan. Unsur gharar tercermin dalam keterbatasan transparansi terkait konstruksi akad dan perhitungan biaya tambahan yang tidak selalu dipahami secara jelas oleh pengguna sejak awal transaksi. Sementara itu, unsur kezaliman berpotensi timbul dari penerapan sanksi keterlambatan yang bersifat akumulatif serta dari penggunaan kontrak baku yang menempatkan pengguna pada posisi tawar yang lemah. 
Integrasi shopee PayLater dengan produk pembiayaan lain dalam ekosistem Shopee, seperti SPinjam, semakin menegaskan karakter shopee PayLater sebagai bagian dari sistem pembiayaan digital yang komprehensif dan berlapis. Integrasi ini memperluas fungsi pembiayaan konsumtif, namun sekaligus menuntut kejelasan konstruksi hukum agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan persoalan legalitas, khususnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Sulubara et al., 2025). Dengan demikian, mekanisme penerapan shopee PayLater dapat dipahami sebagai sistem pembiayaan konsumtif berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan melalui skema pembayaran tangguh dan cicilan, diatur dalam perjanjian pembiayaan elektronik baku, serta menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban pembayaran, biaya tambahan, dan sanksi keterlambatan bagi pengguna. Pemahaman terhadap mekanisme ini menjadi landasan yuridis awal untuk menilai kesesuaian shopee PayLater dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan ketentuan fatwa DSN-MUI yang akan dianalisis secara lebih mendalam pada subbagian selanjutnya
2. Legalitas Sistem Shopee PayLater Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI

Legalitas sistem Shopee PayLater dalam perspektif hukum ekonomi syariah harus dinilai berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah serta ketentuan normatif yang ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, legalitas tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap regulasi formal negara, tetapi juga mencakup kesesuaian substansi akad, mekanisme pembiayaan, serta ketiadaan unsur yang dilarang secara syariah, seperti riba, gharar, dan kezaliman.

Prinsip dasar muamalah menegaskan bahwa seluruh bentuk transaksi pada dasarnya diperbolehkan (al-ashlu fil mu‘amalat al-ibahah), selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, penilaian legalitas Shopee PayLater sangat bergantung pada kejelasan akad yang digunakan. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menyatakan bahwa jual beli dengan pembayaran tangguh diperbolehkan sepanjang harga jual dan margin keuntungan disepakati sejak awal dan tidak berubah karena faktor waktu. Namun, berdasarkan hasil penelitian normatif terhadap dokumen Syarat dan Ketentuan shopee PayLater, tidak ditemukan penegasan bahwa sistem tersebut menggunakan akad murabahah atau akad syariah lainnya. Ketentuan layanan hanya menyebut istilah “pembiayaan” atau “pinjaman” tanpa klasifikasi akad secara syariah, sehingga menimbulkan ketidakjelasan status akad dalam perspektif hukum ekonomi syariah (Arif & Marlina, 2025).

Apabila Shopee PayLater diposisikan sebagai pembiayaan berbasis pinjaman, maka ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh menjadi rujukan normatif utama. Fatwa tersebut menegaskan bahwa pinjaman tidak boleh disertai tambahan manfaat dalam bentuk apa pun yang disyaratkan kepada peminjam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem Shopee PayLater terdapat biaya tambahan, seperti biaya konversi BNPL ke cicilan serta peningkatan total kewajiban pembayaran seiring dengan perpanjangan tenor. Tambahan kewajiban yang berkaitan langsung dengan faktor waktu tersebut menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian dengan prinsip qardh dalam hukum ekonomi syariah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rafanda et al. (2025) yang menyatakan bahwa mayoritas layanan PayLater menerapkan skema pembiayaan berbasis waktu yang secara substantif mendekati praktik riba nasi’ah.

Dalam aspek sanksi keterlambatan, Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 menegaskan bahwa denda keterlambatan (ta’zir) hanya bersifat edukatif dan tidak boleh menjadi sumber keuntungan lembaga keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, Shopee PayLater dan SPinjam menerapkan denda keterlambatan dalam bentuk persentase tertentu dari total tagihan yang belum dibayarkan dan bersifat akumulatif apabila keterlambatan berlanjut. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sanksi keterlambatan tidak hanya bersifat disipliner, melainkan berpotensi menjadi tambahan manfaat finansial bagi penyelenggara layanan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip ta’zir sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI, serta berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pengguna Sulubara et al. (2024). 
Selanjutnya, Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah menegaskan bahwa pembiayaan berbasis teknologi harus menggunakan akad yang sah, dilaksanakan secara transparan, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan kezaliman. Fatwa ini juga menekankan pentingnya kejelasan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak pembiayaan digital. Berdasarkan hasil penelitian normatif, Shopee PayLater memang telah memenuhi legalitas formal sebagai layanan pembiayaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian, tidak ditemukan pernyataan eksplisit mengenai kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI maupun penerapan prinsip syariah dalam struktur akad dan perjanjian pembiayaannya. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmawati et al. (2023) yang menyatakan bahwa mayoritas fintech pembiayaan di Indonesia lebih menekankan kepatuhan regulasi OJK dibandingkan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara hukum positif, sistem Shopee PayLater memiliki legalitas formal sebagai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi. Akan tetapi, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI, legalitas tersebut belum terpenuhi secara substantif. Ketidakjelasan akad, adanya penambahan kewajiban pembayaran akibat faktor waktu, serta penerapan denda keterlambatan yang bersifat komersial menunjukkan bahwa sistem Shopee PayLater masih menyisakan persoalan normatif dalam kerangka hukum ekonomi syariah.

3. Sistem Shopee PayLater Mengandung Unsur yang Bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Penilaian terhadap kesesuaian sistem Shopee PayLater dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah harus dilakukan dengan menguji ada atau tidaknya unsur-unsur yang secara tegas dilarang dalam fiqh muamalah, yaitu riba, gharar, dan kezaliman (zulm). Ketiga unsur tersebut merupakan tolak ukur utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi pembiayaan menurut hukum Islam. Larangan terhadap unsur-unsur tersebut ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur’an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta dirumuskan secara normatif dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Rafanda et al., 2025; Munawarsyah, 2025).

Dalam aspek riba, Al-Qur’an secara tegas membedakan antara jual beli yang halal dan riba yang diharamkan sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 275, bahwa “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Larangan ini diperkuat dalam Surah Al-Baqarah ayat 278–279 yang memerintahkan orang-orang beriman untuk meninggalkan seluruh sisa riba dan menegaskan prinsip “lā taẓlimūna wa lā tuẓlamūn” (kamu tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk tambahan kewajiban pembayaran yang dikaitkan dengan penundaan waktu, tanpa dasar akad jual beli yang sah dan jelas, termasuk dalam kategori riba yang dilarang. 
Dalam aspek gharar, penelitian tentang kontrak elektronik PayLater menunjukkan bahwa ketidakjelasan jenis akad serta penggunaan perjanjian baku sepihak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen. (Munawarsyah, 2025) menegaskan bahwa tidak dicantumkannya klasifikasi akad syariah dalam layanan Shopee PayLater menyebabkan ketidakjelasan dasar perhitungan kewajiban pembayaran. Hal ini diperkuat oleh (Hayati et al., 2025) yang menyatakan bahwa ketidakjelasan struktur akad dalam PayLater berpotensi melanggar prinsip kejelasan (bayān al-‘aqd) yang menjadi syarat sah akad dalam fiqh muamalah, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Al-Qur’an menegaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil sebagaimana tercantum dalam Surah An-Nisa ayat 29, yang mensyaratkan bahwa transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kejelasan para pihak. Prinsip kejelasan akad dan kepastian hukum juga ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan pencatatan transaksi utang-piutang untuk menghindari perselisihan dan ketidakjelasan. Ayat ini secara implisit menolak praktik muamalah yang mengandung ketidakpastian atau ambiguitas dalam akad
Dalam aspek kezaliman (zulm), sejumlah studi menegaskan bahwa penerapan denda keterlambatan yang bersifat komersial dan akumulatif berpotensi menempatkan konsumen pada posisi yang tidak seimbang. Menurut  Zahwa et al., (2025) menemukan bahwa denda keterlambatan dalam Shopee PayLater yang dihitung berdasarkan persentase dan durasi keterlambatan dapat memperberat beban ekonomi konsumen secara berkelanjutan. Hal serupa disampaikan oleh Salsabilla, (2025) yang menyatakan bahwa denda keterlambatan yang menjadi sumber keuntungan bertentangan dengan konsep ta’zir dalam hukum Islam dan berpotensi mengandung unsur kezaliman, sebagaimana dilarang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Al-Qur’an secara tegas melarang praktik yang menimbulkan ketidakadilan dan pembebanan yang tidak proporsional. Prinsip ini tercermin dalam Surah Al-Baqarah ayat 279 yang menegaskan larangan saling menzalimi dalam transaksi ekonomi, serta Surah Al-A’raf ayat 33 yang melarang perbuatan melampaui batas tanpa hak. Dalam konteks muamalah, kezaliman dapat muncul apabila salah satu pihak dibebani kewajiban yang terus meningkat tanpa mekanisme perlindungan yang adil.

Berdasarkan hasil penelitian normatif, sistem Shopee PayLater menerapkan mekanisme pembiayaan dengan kewajiban pembayaran yang meningkat seiring dengan jangka waktu pelunasan, baik melalui biaya konversi BNPL ke cicilan maupun penambahan kewajiban pembayaran akibat perpanjangan tenor. Apabila mekanisme tersebut dikualifikasikan sebagai pembiayaan berbasis pinjaman, maka tambahan kewajiban pembayaran yang secara langsung berkaitan dengan faktor waktu menunjukkan karakteristik riba nasi’ah. Praktik demikian tidak sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh yang menegaskan bahwa pinjaman tidak boleh disertai tambahan manfaat dalam bentuk apa pun. PayLater menerapkan denda keterlambatan dalam bentuk persentase tertentu dari total tagihan yang belum dibayarkan dan bersifat akumulatif apabila keterlambatan berlanjut. Denda tersebut menjadi bagian dari kewajiban finansial pengguna yang terus bertambah seiring waktu. Praktik ini tidak sejalan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 yang menegaskan bahwa sanksi keterlambatan (ta’zir) hanya bersifat edukatif dan tidak boleh menjadi sumber keuntungan bagi lembaga keuangan. Pengenaan denda yang bersifat komersial dan akumulatif berpotensi menempatkan pengguna pada posisi yang semakin terbebani, sehingga mengandung unsur kezaliman.

Berdasarkan integrasi antara hasil penelitian normatif, ketentuan Al-Qur’an, dan fatwa DSN-MUI tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem Shopee PayLater menunjukkan indikasi adanya unsur riba melalui penambahan kewajiban pembayaran berbasis waktu, unsur gharar melalui ketidakjelasan akad dan struktur perjanjian pembiayaan, serta unsur kezaliman melalui penerapan denda keterlambatan yang bersifat akumulatif. Dengan demikian, meskipun Shopee PayLater memiliki legalitas formal berdasarkan regulasi Otoritas Jasa Keuangan, secara substantif sistem tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur’an dan fatwa DSN-MUI.
PENUTUP

Shopee PayLater merupakan sistem pembiayaan konsumtif berbasis teknologi informasi yang diterapkan melalui skema Buy Now Pay Later dan cicilan, serta diatur dalam perjanjian pembiayaan elektronik baku. Secara hukum positif, Shopee PayLater memiliki legalitas formal karena diselenggarakan oleh pihak yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Namun, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dan fatwa DSN-MUI, sistem Shopee PayLater belum memenuhi legalitas syariah secara substantif. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya penegasan akad syariah, adanya penambahan kewajiban pembayaran yang berkaitan dengan faktor waktu, serta penerapan denda keterlambatan yang bersifat akumulatif. Kondisi tersebut menunjukkan indikasi unsur riba, gharar, dan kezaliman yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan pada kajian hukum normatif, sehingga tidak melibatkan data empiris dari pengguna maupun penyelenggara Shopee PayLater. Analisis difokuskan pada ketentuan normatif dan literatur, tanpa membandingkan secara langsung dengan model PayLater berbasis syariah. Penelitian disarankan agar penyelenggara Shopee PayLater melakukan penyesuaian sistem pembiayaan sesuai prinsip syariah dengan menetapkan akad yang jelas dan menata mekanisme biaya serta sanksi keterlambatan. Selain itu, DSN-MUI dan OJK diharapkan dapat memperkuat pedoman dan pengawasan terhadap layanan PayLater. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji PayLater dengan pendekatan empiris atau perbandingan dengan model PayLater syariah.
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